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PERADI DENGAN MENTERI ESDM 
SAAT MEMBANTU KASUS RI - FREEPORT

PEMBUKAAN BIMTEK PHPU 
OLEH KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI

PERADI DENGAN PEJABAT POLRI 
MEMBAHAS PERPANJANGAN MOU

MEMBUAT BIDANG KERJA YANG KHUSUS MENANGANI KOMUNIKASI POLITIK & JARINGAN KERJA
SAMA DENGAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM & LEMBAGA NEGARA LAINNYA

Misi A Proker 1 :

Membuat MoU dengan 10 institusi Pemerintahan & lembaga lainnya termasuk pembahasan perpanjangan MoU dengan
POLRI terkait pemeriksaan Advokat serta melakukan kegiatan berkala maupun insidentil bersama 18 lembaga Eksekutif,
Yudikatif & Legislatif seperti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Kejagung, DPR & DPD, Kemenkumham, Kemendikti,
Kementrian ESDM, Kemen PPPA, Kemen PPN, Kemenhan, Kemensos, Lemhannas, KPK, PPATK, BANI dan lembaga negara
lainnya.

HALAMAN 1



UPAYA PENYATUAN PERADI DIHADIRI 
MENKOPOLHUKAM & MENKUMHAM

PERSIDANGAN GUGATAN 
DI PN JAKARTA PUSAT

PERSIDANGAN JUDICIAL REVIEW 
DI MAHKAMAH KONSTITUSI

MENEGUHKAN PERAN & KEDUDUKAN PERADI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN SESUAI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Misi A Proker 2 :

Gugatan terhadap pihak-pihak yang menyebut dirinya Peradi, dimana salah satunya telah diputus PT Jakarta dengan
mengesahkan DPN Peradi dibawah kepemimpinan Prof. Dr. Fauzie Y. Hasibuan, S.H., M.Hum. Adapun pertimbangan Putusan MK
No. 35/PUU XVII/2018 mengesahkan kewenangan DPN Peradi dalam menjalankan tugas & kewenangan yang diatur UU Advokat.
Disamping upaya penyatuan Peradi terus didorong sebagaimana harapan Pemerintah & anggota Peradi.

HALAMAN 2



KUNJUNGAN SCHOOL OF LAW GUANGXI 
UNIVERSITY FOR NATIONALITIES

PENERBITAN 
JURNAL HUKUM PERADI

MELAKSANAKAN BERBAGAI KEGIATAN SEPERTI TEMU ILMIAH, PELATIHAN & PENERBITAN
JURNAL & BUKU HUKUM

Misi A Proker 3 :

Mengadakan penerbitan Jurnal Hukum Peradi, menerima kunjungan universitas baik dalam maupun luar negeri, mengadakan
Kompetisi Peradilan Semu bekerjasama dengan Peradilan TUN & Perkumpulan Pengajar HTUN serta Workshop Hukum Acara
TUN di 4 kota besar, dan berbagai kegiatan lainnya.

HALAMAN 3

PIALA BERGILIR NATIONAL MOOT COURT 
COMPETITION PERADI



AUDIENSI MENKOPOLHUKAM FGD BAPPENASSEMINAR KEMENKUMHAM

MENGAMBIL PERAN DALAM PERUMUSAN UNDANG-UNDANG YANG BERKAITAN DENGAN
PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL

Misi A Proker 4 :

Memberi masukan terkait penguatan hukum & kontrak dalam meningkatkan SDGs & EoDB Indonesia, polemik
pencucian uang serta pembaruan sektor hukum & peradilan pada FGD Bappenas, masukan terkait penguatan &
pembangunan hukum pada Menkopolhukam, masukan terkait penguatan hukum adat, RUU Ekstradisi & UU
Kepailitan pada FGD Kemenkumham, masukan terkait polemik UU Administrasi Pemerintahan pada FGD PPHTUN,
masukan terkait pengelolaan dana desa pada Apdesi Lombok & berbagai kegiatan lainnya.

HALAMAN 4



FOCUS GROUP DISCUSSION 
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

KELOMPOK KERJA 
KEMENKUMHAM

KONFERENSI NASIONAL 
HUKUM ACARA PERDATA V

MENDORONG PERBAIKAN HUKUM-HUKUM ACARA & HUKUM POSITIF YANG BERKAITAN DENGAN
SISTEM PERADILAN DAN PELAYANAN HUKUM

Misi A Proker 5 :

Menjadi Anggota Pokja RUU Hukum Acara Pidana, Pokja RUU Hukum Acara Perdata & Pokja RUU Kepailitan
Kemenkumham RI, memberi masukan terkait penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana serta
polemik sistem peradilan anak pada FGD Bappenas, masukan terkait perbaikan pelayanan peradilan pada FGD KPK,
masukan terkait RUU Hukum Acara Perdata pada Konferensi Nasional Hukum Acara Perdata V, masukan terkait
eksekusi putusan perdata pada FDG MARI & LeIP, serta berbagai kegiatan lainnya.

HALAMAN 5



KEGIATAN 
PEMBELAAN PROFESI

MENJADI SAKSI AHLI 
DALAM PERKARA ADVOKAT

GRAFIK JENIS & JUMLAH PASAL 
YANG DISANGKAKAN

MENGUATKAN BIDANG KERJA YANG MENANGANI PEMBELAAN PROFESI HINGGA TINGKAT DPC-DPCMisi B Proker 1 :

Menangani dan mendampingi permohonan Polri untuk memeriksa Advokat, menjadi Saksi Ahli dalam perkara dengan
tersangka Advokat di berbagai kota, mengamanatkan pendirian unit pembelaan profesi Advokat di tingkat DPC &
berbagai kegiatan lainnya.

HALAMAN 6
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NARASUMBER PADA PKPA POLRINARASUMBER PADA DIKLAT KEJAKSAAN SEMINAR IMUNITAS ADVOKAT DI UPH

MELAKUKAN SOSIALISASI IMUNITAS ADVOKAT KEPADA ANGGOTA & PENEGAK HUKUM LAINNYAMisi B Proker 2 :

Menjadi Narasumber tetap pada Diklat Kejaksaan, secara berkala memberikan pemahaman tugas profesi advokat pada
PKPA Divkum Polri, menjadi narasumber dalam seminar profesi advokat pada sejumlah universitas di berbagai kota,
menjadi narasumber dalam seminar imunitas advokat yang diadakan sejumlah DPC & berbagai kegiatan lainnya.

HALAMAN 7



DRAFT PERPANJANGAN MoU 
PERADI & POLRI

PERADI DENGAN PEJABAT POLRI 
MEMBAHAS PERPANJANGAN MOU

KERJASAMA 
DENGAN PT. AIA FINANCIAL

MENINGKATKAN KERJASAMA DENGAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM & INSTANSI LAIN UNTUK
KEPENTINGAN PERLINDUNGAN HUKUM PROFESI ADVOKAT

Misi B Proker 3 :

Melakukan penyusunan draft MoU Pemeriksaan Advokat dengan Bareskrim Polri (telah disetujui Bareskrim Polri),
melakukan rapat koordinasi dengan jajaran petinggi Polri dalam mengupayakan penandatanganan MoU Pemeriksaan
Advokat, secara berkala memberikan perlindungan asuransi bagi seluruh advokat Peradi bekerjasama dengan AIA
Financial & berbagai kegiatan lainnya.

HALAMAN 8



PENGURUS DPN 
MELAKUKAN KAJIAN RUU KUHP

NARASUMBER DALAM SEMINAR 
CONTEMPT OF COURT

PERNYATAAN MEDIA TERKAIT PASAL 
CONTEMPT OF COURT DALAM RUU KUHP

Misi B Proker 4 :

Mengajukan keberatan terhadap Pasal 281 & Pasal 282 RUU KUHP yang mengancam profesi advokat, melakukan
kajian & menyampaikan usulan perubahan terhadap Pasal 281 & Pasal 282 RUU KUHP pada DPR RI, melakukan
kampanye media terhadap persoalan RUU KUHP yang mengancam profesi advokat & berbagai kegiatan lainnya.

MEMPERJUANGKAN HAK-HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN

HALAMAN 9



PENYERAHAN BUKU DAFTAR ANGGOTA 
PADA MENKOPOLHUKAM

PERATURAN ORGANISASI (PO)
PERADI

PERESMIAN 
YOUNG LAWYER COMMITTEE

Misi C Proker 1 :

Menerbitkan peraturan organisasi tentang pembagian kerja pengurus DPN Peradi, peraturan organisasi tentang Komisi
Pengawas Peradi, peraturan organisasi tentang eksekusi Putusan Dewan Kehormatan, secara berkala melakukan
pendataan ulang advokat & menerbitkan Buku Daftar Anggota, pembentukan Young Lawyer Committee, serta berbagai
kegiatan lainnya.

MEMBUAT PERATURAN ORGANISASI TENTANG STRUKTUR, DESKRIPSI KERJA (JOB DESCRIPTION)
SERTA KEWENANGAN DPN, DPD, DPC & KEANGGOTAAN

HALAMAN 10



RAKERNAS YOGYAKARTA 
TAHUN 2017

Misi C Proker 2 :

Mengadakan 4 kali Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Peradi di Jakarta, Yogyakarta, Medan & Surabaya serta 2 kali
Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Jakarta & secara virtual karena situasi pandemi guna menerima aspirasi DPC-
DPC Peradi dalam menentukan kebijakan & program kerja Peradi.

MENYUSUN RENCANA STRATEGIS & PROGRAM KERJA SECARA PARTISIPATIF DENGAN
MELIBATKAN DPC-DPC

HALAMAN 11

RAKERNAS MEDAN
TAHUN 2018

RAPIMNAS JAKARTA 
TAHUN 2020 (VIRTUAL)



RAPAT PLENO 
DPN PERADI

PENYAMPAIAN LAPORAN TAHUNAN 
PADA RAKERNAS JAKARTA

PENYAMPAIAN LAPORAN 
TAHUNAN PADA RAKERNAS SURABAYA

Misi C Proker 3 :

Dalam setiap Rakernas disampaikan Laporan Kerja Tahunan DPN Peradi secara lengkap & terstruktur
dengan mengacu kepada Visi Misi dalam Munas II Pekanbaru, secara berkala mengadakan rapat pleno &
rapat harian DPN Peradi, secara berkala mengadakan rapat koordinasi dengan organ Peradi, serta berbagai
kegiatan lainnya.

MELAKSANAKAN & MENGAWASI PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PADA BIDANG-BIDANG YANG DIBENTUK,
SEHINGGA TERCAPAI RENCANA KERJA YANG TELAH DISUSUN & DITETAPKAN SECARA TERUKUR

HALAMAN 12



PEMOTONGAN HEWAN KURBAN 
PADA HARI RAYA IDUL ADHA

PENYERAHAN SIMBOLIK LAPTOP & 
PRINTER KEPADA DPC-DPC

PENYERAHAN PIALA PERADI CUP 
DI BALI

Misi C Proker 4 :

Memberikan fasilitas laptop & printer ke seluruh DPC Peradi di Indonesia, setiap tahunnya menyelenggarakan Halal
Bihalal Idul fitri, perayaan Natal & kegiatan berkurban pada Idul Adha, mengadakan Peradi Cup dengan kompetisi
futsal & paduan suara antar DPC Peradi, mengadakan turnamen golf Peradi, secara berkala membantu pendanaan
Mini Soccer Peradi, International Friendly Game & World Football Cup for Lawyers di berbagai negara, serta berbagai
kegiatan lainnya.

MENDAYAGUNAKAN ANGGARAN YANG TERSEDIA UNTUK PELAKSANAAN PROGRAM KERJA SESUAI
KEBUTUHAN

HALAMAN 13



RAPAT PERUMUSAN 
PERATURAN ORGANISASI PERADI 

PO TATA CARA PENGADAAN 
BARANG & JASA

PENYERAHAN KTPA 
SECARA KOLEKTIF PADA DPC

Misi C Proker 5 :

Menerbitkan tata cara pengadaan barang & jasa dengan persetujuan 5 otorisasi, menerbitkan ketentuan tentang
penugasan berdasarkan SK Pimpinan DPN, menerbitkan ketentuan tentang biaya penugasan berdasarkan zona
wilayah, menerbitkan peraturan tentang pembagian pendapatan KTPA antara DPN & DPC, serta berbagai kegiatan
lainnya.

MEMBUAT PERATURAN ORGANISASI TENTANG TATA KELOLA KEUANGAN PERADI

HALAMAN 14



PENYERAHAN SERAGAM 
STAF SEKRETARIAT NASIONAL PERADI

SISTEM KOMPUTERISASI KEGIATAN 
HARIAN & SIRKULASI ADMINISTRASI

STRUKTUR KESEKRETARIATAN
DPN PERADI

Misi C Proker 6 :

Menetapkan struktur kesekretariatan DPN Peradi, menciptakan sistem komputerisasi dalam monitoring kegiatan
harian & sirkulasi administrasi, secara berkala mengevaluasi pelayanan kesekretariatan & berbagai kegiatan lainnya.

MEMBUAT PERATURAN ORGANISASI TENTANG TATA KELOLA MANAJEMEN KESEKRETARIATAN

HALAMAN 15

APLIKASI SURAT MENYURAT



DIKLAT SPPA 
KEMENKUMHAM 

PENANDATANGANAN MoU 
DENGAN KEMEN PPPA

KEGIATAN HARI KARTINI 
DENGAN RRI

Misi C Proker 8 :

Mengadakan MoU bantuan hukum dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak, setiap
tahunnya mengirimkan advokat Peradi dari berbagai wilayah guna mengikuti diklat SPPA yang diselenggarakan
Kemenkumham, mengirimkan advokat wilayah Jabodetabek guna mengikuti diklat SPPA yang diselenggarakan Polda
Metro Jaya, peserta FGD woman trafficking yang diselenggarakan International Organization for Migration (IOM) &
berbagai kegiatan lainnya.

MENINGKATKAN PERSPEKTIF PENGETAHUAN GENDER, PERAN & KETOKOHAN PEREMPUAN
DALAM STRUKTUR & KEGIATAN PERADI

HALAMAN 16



GRAFIK PEMBENTUKAN DPC BARU
TAHUN 2016-2020

PELANTIKAN PENGURUS 
DPC PERADI

KEHADIRAN KORWIL 
PADA RAPAT DPC PERADI

Misi D Proker 1 :

Membentuk DPC-DPC Peradi di berbagai wilayah Indonesia dengan tujuan menghadirkan advokat sebagai
caturwangsa penegak hukum di setiap wilayah pengadilan, membentuk Korwil Peradi sebagai kepanjangan tangan
DPN Peradi di daerah & berbagai kegiatan lainnya.

MENDISTRIBUSIKAN TUGAS & KEWENANGAN PADA KORDINATOR WILAYAH (KORWIL) & DPC

HALAMAN 17

21

12

22

10

2

0

5

10

15

20

25

2016 2017 2018 2019 2020

PEMBENTUKAN DPC



GRAFIK TEMPAT PENDAFTARAN UPA 
DI DPC 2016-2020

PEMBUKAAN PKPA 
DPC PERADI

PELIBATAN DPC 
DALAM PELANTIKAN ADVOKAT

Misi D Proker 2 :

Mendorong DPC Peradi untuk menyelenggarakan PKPA bekerjasama dengan universitas setempat, mendorong
pelibatan pengurus DPC & advokat senior di daerah dalam mengajar pada PKPA, melibatkan pengurus DPC sebagai
observer UPA, membuka tempat pendaftaran UPA di DPC-DPC Peradi guna menjemput putra/i terbaik di daerah,
melibatkan pengurus DPC dalam pelantikan Advokat & berbagai kegiatan lainnya.

MELIBATKAN DPC-DPC DALAM KEGIATAN PENDIDIKAN, REKRUITMEN, & LAIN-LAIN

HALAMAN 18

22 23 25
29

20

28

37

0

10

20

30

40

2016 2017
Gel I

2017
Gel II

2018
Gel I

2018
Gel II

2019 2020

TEMPAT PENDAFTARAN 
UPA DI DPC



FOTO SEMINAR INTERNASIONAL 
DI MAKASSAR

Misi D Proker 3 :

Menerbitkan kebijakan yang memberikan kewenangan bagi DPC untuk menarik iuran anggota dengan melepas bagian
DPN sesuai PRT Peradi, meningkatkan pendapatan DPC dari Perpanjangan KTPA (kenaikan 50%), memfasilitasi
tambahan pendapatan DPC dengan menghadirkan narasumber internasional/nasional pada seminar/pelatihan di
daerah atas biaya DPN, mengalokasikan pendapatan DPC dari tempat pendaftaran UPA di daerah & berbagai kegiatan
lainnya.

MENINGKATKAN PENDAPATAN DPC DARI SUMBER PENDANAAN ANGGOTA & KEGIATAN LAINNYA

HALAMAN 19
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PERAN KORWIL 
DALAM PEMBENTUKAN DPC BARU

PERAN KORWIL 
DALAM PELAKSANAAN UPA

PERAN KORWIL 
DALAM PELANTIKAN ADVOKAT

Misi D Proker 4 :

Melibatkan Korwil dalam pelaksanaan UPA, mendorong Korwil dalam pembentukan DPC-DPC baru, melibatkan Korwil
dalam koordinasi pembelaan organisasi maupun anggota, melibatkan Korwil dalam pengawasan & evaluasi program
kerja DPN di daerah, serta berbagai kegiatan lainnya.

MENINGKATKAN PERAN KORWIL DALAM MELAKSANAKAN AKTIVITAS & FUNGSI PENGAWASAN
PELAKSANAAN PROGRAM

HALAMAN 20



SURAT PENYAMPAIAN 
SOP & PO PERADI

RAPAT KOMISI ORGANISASI
DALAM RAKERNAS PERADI

RAPAT TAHUNAN 
DKP & DKD 

Misi D Proker 5 :

Mengirimkan seluruh SOP dan PO baru kepada Korwil Peradi, DPC-DPC Peradi, serta organ Peradi di pusat maupun
daerah, secara berkala melakukan evaluasi terhadap SOP & PO baru dalam Rakernas Peradi, serta berbagai kegiatan
lainnya.

MELAKUKAN SOSIALISASI STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) & PERATURAN ORGANISASI
KEPADA SELURUH STRUKTUR ORGANISASI PERADI

HALAMAN 21



WORKSHOP ARBITRASEBIMTEK MAHKAMAH KONSTITUSI PELATIHAN ADVOKAT MENULIS 

Misi E Proker 1 :

Secara berkala mengadakan Bimtek PHPU, PHP Kada & Judicial Review bekerjasama dengan MK RI serta diklat teknis
SPPA bekerjasama dengan Kemenkumham & Polda Metro Jaya, mengadakan Workshop Arbitrase di 5 kota besar
bekerjasama dengan BANI, mengadakan pelatihan Advokat Menulis bekerjasama dengan Kompas, serta berbagai
kegiatan lainnya.

MENINGKATKAN DAYA SAING ANGGOTA PERADI MELALUI AKTIVITAS PENDIDIKAN
BERKELANJUTAN MENGHADAPI TANTANGAN NASIONAL DAN GLOBAL

HALAMAN 22



Misi E Proker 2 :

Secara berkala melakukan pengangkatan Advokat di berbagai wilayah PT dengan seleksi persyaratan yang ketat,
menjaga kualitas Ujian Profesi Advokat dengan zero KKN, menyempurnakan peraturan magang & menerbitkan Kartu
Tanda Magang baru, memberi pembekalan tambahan bagi advokat yang baru dilantik, serta berbagai kegiatan lainnya.

MENYEMPURNAKAN SISTEM REKRUITMEN UNTUK MENJAMIN LAHIRNYA ADVOKAT YANG
PROFESIONAL & BERINTEGRITAS

HALAMAN 23
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FGD KURIKULUM PKPA
BERSAMA PAKAR SISTEM PENDIDIKAN

FGD PEMBARUAN KURIKULUM PKPA 
BERSAMA GURU BESAR HUKUM

RAKOR PENYELENGGARA PKPA 
SELURUH INDONESIA

Misi E Proker 3 :

FGD pembaruan kurikulum pendidikan Advokat bersama Guru Besar Hukum, pakar sistem pendidikan &
penyelenggara PKPA di seluruh Indonesia, serta berbagai kegiatan lainnya.

MELAKUKAN MODERENISASI KURIKULUM PENDIDIKAN ADVOKAT SESUAI DENGAN KEBUTUHAN
& TANTANGAN

HALAMAN 24



KEGIATAN BERKALA
ENGLISH CLUB DISCUSSION

SEMINAR INTERNASIONAL 
DI MEDAN

SEMINAR INTERNASIONAL DI 
MAKASSAR

Misi E Proker 4 :

Memberdayakan Advokat Asing sebagai narasumber Seminar Internasional di 4 kota besar Indonesia serta menjadi
narasumber dalam English Club Discussion yang secara rutin diselenggarakan Peradi, serta berbagai kegiatan lainnya.
Sejak tahun 2015 Peradi menerbitkan 178 Surat Rekomendasi bagi Advokat Asing yang berpraktek di Indonesia.

MEMFUNGSIKAN ADVOKAT ASING YANG TELAH MENDAPAT REKOMENDASI DARI PERADI UNTUK
MEMBERIKAN PELATIHAN & PENDIDIKAN TERHADAP ADVOKAT PERADI

HALAMAN 25



ASIAN MEDIATION CONFERENCE DI JAKARTA IBA CONFERENCE DI BALI LAW SOCIETY OF HONGKONG

Misi E Proker 5 :

Bekerjasama menyelenggarakan IBA Conference di Jakarta & Bali, Asian Mediation Conference di Jakarta, International
Arbitration & Mediation Center di Bali, mengadakan konferensi bersama Daichi Tokyo Bar Association, The Law Society
of Hong Kong & Europe Lawyer Foundation di Jakarta, menerima kunjungan Organisasi Advokat dari berbagai negara,
serta berbagai kegiatan lainnya.

MENDORONG PELAKSANAN KONFERENSI-KONFERENSI ADVOKAT INTERNASIONAL DI INDONESIA

HALAMAN 26



MENGHADIRI PRO BONO CONFERENCE 
DI HONGKONG

IBA CONFERENCE 
BERTOPIK YLC

ASEAN BAR 
CONFERENCE

Misi E Proker 6 :

Secara rutin menghadiri IBA Conference, Law Asia Conference, Asean Bar Conference, Pro Bono Conference di berbagai
negara, membentuk Young Lawyers Committee (YLC) Peradi sebagai unit YLC IBA, serta berbagai kegiatan lainnya.

MENINGKATKAN KAPASITAS ADVOKAT INDONESIA DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN
PEMBERIAN JASA HUKUM INTERNASIONAL

HALAMAN 27



PERMENDIKTI TENTANG 
PENDIDIKAN PROFESI ADVOKAT

RAPAT KOORDINASI
DENGAN KEMENDIKTI

PERNYATAAN MEDIA PERADI
TERKAIT SERTIFIKASI PROFESI ADVOKAT

Misi E Proker 7 :

Menjadi mitra strategis Kemendikti dalam pembaruan pendidikan profesi advokat dengan tetap mengedepankan peran
Peradi sesuai UU Advokat, memberikan klarifikasi pada Badan Sertifikasi Nasional (BSN) tentang kewenangan Peradi
dalam mensertifikasi profesi advokat, serta berbagai kegiatan lainnya.

MELAKUKAN HARMONISASI PELAKSANAN PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI DENGAN PEMERINTAH
MELALUI PROGRAM SERTIFIKAT

HALAMAN 28



CERTIFICATE OF GOOD STANDING
BAGI ANGGOTA PERADI 

PEMBEKALAN ADVOKAT MUDA 
DALAM MENGIKUTI IBA CONFERENCE 

KONFERENSI TAHUNAN
INTERNATIONAL BAR ASSOCIATION

Misi E Proker 8 :

Mengirimkan advokat muda untuk mengikuti Konferensi Tahunan International Bar Association, menerbitkan 38
Certificate of Good Standing bagi advokat Peradi yang melanjutkan studi atau berkarir di luar negeri, serta berbagai
kegiatan lainnya.

MENGIRIM ADVOKAT INDONESIA UNTUK MELAKUKAN PENDIDIKAN KETERAMPILAN DI LUAR
NEGERI DENGAN KEWAJIBAN MENJADI TRAINER DI INDONESIA DALAM KURUN WAKTU TERTENTU

HALAMAN 29



GRAFIK JUMLAH PENDIRIAN 
PBH PERADI 2015-2020

RAKORNAS PBH PERADI
SELURUH INDONESIA

PELANTIKAN PENGURUS
PBH PERADI PAPUA

Misi F Proker 1 :

Mendirikan cabang PBH di setiap DPC (saat ini berjumlah 109 cabang PBH), secara berkala mengadakan Rakornas
PBH Peradi yang dihadiri seluruh cabang PBH di Indonesia, serta berbagai kegiatan lainnya.

MENDIRIKAN PUSAT BANTUAN HUKUN (PBH) DI SETIAP DPC
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JUMLAH KASUS PRO BONO 
DI SELURUH INDONESIA

PEMBERIAN SERTIFIKAT PRO BONO 
PADA ADVOKAT

SERTIFIKAT PRO BONO
DITERBITKAN PBH PERADI

Misi F Proker 2 :

Menerbitkan Sertifikat Pro Bono bagi advokat yang telah menjalankan kewajiban pro bono, secara berkala menghimpun
data jumlah kasus pro bono dari setiap cabang PBH, serta berbagai kegiatan lainnya.

MELAKUKAN PENGAWASAN & EVALUASI BERKALA TERHADAP KETAATAN ADVOKAT DALAM
MENJALANKAN KEWAJIBAN PRO BONO
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AKREDITASI KANWIL PADA CABANG PBH MOU DENGAN BPHN MOU CABANG PBH DENGAN PN

Misi F Proker 3 :

Mengadakan MoU dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) tentang penguatan program bantuan hukum,
mendorong akreditasi cabang PBH pada Kanwil Kemenkumham, mendorong cabang PBH bekerjasama dengan
PN/PA/PTUN & Pemda setempat, serta berbagai kegiatan lainnya.

MENDORONG PEMERINTAH UNTUK LEBIH BERKONTRIBUSI DALAM PERWUJUDAN ACCESS TO
JUSTICE BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU
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AWARD MITRA TERBAIK 
KLINIK HUKUMONLINE

BAKTI SOSIAL 
DI YOGYAKARTA

BANTUAN APD
BAGI DOKTER & TENAGA MEDIS

Misi F Proker 5 :

PBH Peradi menjadi mitra klinik Hukumonline & peroleh Award Mitra Terbaik bidang ketenagakerjaan, mengadakan
bakti sosial pada bencana di Palu, Lombok, Yogyakarta, mengadakan donor darah advokat, pemberian santunan pada
bencana banjir di Jabodetabek, memberikan bantuan APD bagi dokter & tenaga medis serta sembako bagi tenaga
honorer Pengadilan dalam menghadapi pandemi Covid-19, serta berbagai kegiatan lainnya.

MELAKUKAN KEGIATAN-KEGIATAN SOSIAL DENGAN SASARAN MASYARAKAT TIDAK MAMPU
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RAKORNAS DK

Misi G Proker 1 :

Secara berkala mengadakan Rakornas Dewan Kehormatan yang dihadiri seluruh DKD, membentuk DKD & Komwasda
di berbagai wilayah, serta berbagai kegiatan lainnya.

MENGUATKAN PERAN DEWAN KEHORMATAN PUSAT & DAERAH

HALAMAN 34

PELANTIKAN DKD STATISTIK PUTUSAN ETIK
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LOGO PRO BONO CERTIFIEDPRO BONO AWARD ADVOKAT TERBAIK PRO BONO AWARD PBH TERBAIK

Misi G Proker 2 :

Mengadakan Pro Bono Award pertama kali di Asean, meluncurkan logo Pro Bono Certified yang dapat digunakan
advokat pada website kantor, kartu nama, dsb sebagai tanda telah menjalankan kewajiban profesi, serta berbagai
kegiatan lainnya.

MEMBERIKAN REWARD BAGI ADVOKAT YANG MENGANGKAT HARKAT & MARTABAT PROFESI
ADVOKAT DI MASYARAKAT
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GRAFIK PENYAMPAIAN PUTUSAN ETIK 
KE MA 2015-2020

FGD BAPPENAS & MA
MEMBAHAS EKSEKUSI PUTUSAN ETIK

SURAT PENYAMPAIAN 
PUTUSAN ETIK

Misi G Proker 3 :

Secara berkala mengirimkan Putusan Etik yang berkuatan hukum tetap pada MA & PT di Indonesia untuk dieksekusi
dengan penolakan beracara di pengadilan, mengusulkan kerjasama eksekusi Putusan Etik dalam sistem e-Court pada
FGD Bappenas & MA (mendapat dukungan Bappenas), serta berbagai kegiatan lainnya.

MEMBUAT NOTA KESEPAHAMAN (MOU) DENGAN MAHKAMAH AGUNG BERKAITAN PENOLAKAN
BERACARA BAGI ADVOKAT YANG TERKENA SANKSI ETIK
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RAPAT KOORDINASI 
KOMISI PENGAWAS PERADI

RAPAT KERJA 
DEWAN KEHORMATAN PERADI

PEMBEKALAN ADVOKAT 
YANG BARU DILANTIK

Misi G Proker 4 :

Secara berkala DKP & Komwas Peradi mengadakan workshop atau diskusi panel yang dihadiri DKD & Komwasda dari
seluruh Indonesia, secara berkala melakukan pembekalan tambahan bagi advokat yang baru dilantik oleh DPN &
Dewan Pembina Peradi, serta berbagai kegiatan lainnya.

MELAKUKAN SOSIALISASI ETIKA PROFESI KE DAERAH-DAERAH
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Laporan Keuangan Peradi periode 2015-2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen 
dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

LAPORAN KEUANGAN 

PERNYATAAN WTP 
AUDITOR 2015

PERNYATAAN WTP 
AUDITOR 2016

PERNYATAAN WTP 
AUDITOR 2017

PERNYATAAN WTP 
AUDITOR 2018

PERNYATAAN WTP 
AUDITOR 2019
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Laporan Keuangan Peradi periode 2015-2019 dengan uraian ringkas sebagai berikut:

HALAMAN 39

1. Pendapatan Peradi dari tahun 2015-2019 (dalam ribuan rupiah)

40.358.277 

33.368.443 

21.160.428 
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Catatan: Jumlah Akumulatif 5 Tahun 2015 – 2019 = Rp.208.044.675.442,-

2. Pengeluaran dan Beban Operasional Peradi dari tahun 2015-2019
(dalam ribuan rupiah)

24.571.491 25.048.363 
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  PENGELUARAN KEGIATAN   BEBAN OPERASIONAL KANTOR

Catatan: Jumlah Akumulatif 5 Tahun 2015 – 2019 = Rp.183.856.898.445,-
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3. Aset Peradi Periode 2015-2019 (dalam ribuan)

Akun/Perkiraan 2019 2018 2017 2016 2015

Aset Lancar 82.463.030.257 70.639.771.971 43.089.686.688 45.120.992.976 34.234.482.989

Aset Tidak Lancar 3.760.686.427 3.795.831.568 4.291.468.237 4.586.447.233 4.507.270.208

Aset Lain-lain 34.100.000 40.600.000 47.100.000 53.600.000 54.000.000

JUMLAH 86.257.816.684 74.476.203.539 47.428.254.925 49.761.040.209 38.795.753.197
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Periode 2015-2019 (dalam ribuan)

Aset Lancar Aset Tidak Lancar Aset Lain-lain

4. Liabilitas (Kewajiban) & Aset Bersih Peradi Periode 2015-2019 (dalam ribuan)
LIABILITAS DAN ASET 

BERSIH
2019 2018 2017 2016 2015

Liabilitas (Kewajiban) 

Lancar
32.826.692.965 25.962.522.507 5.560.128.068 9.987.932.710 562.393.200

Aset Bersih 53.431.123.719 48.513.681.032 41.868.126.855 39.773.107.498 38.233.359.997

JUMLAH 86.257.816.684 74.476.203.539 47.428.254.923 49.761.040.208 38.795.753.197
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Detail mengenai laporan keuangan Peradi tahun 2015-2019 ini akan disampaikan secara tersendiri oleh Bendahara Umum 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Pertanggungjawaban ini.
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KESIMPULAN

1. DPN Peradi telah melaksanakan seluruh Visi Misi yang dijanjikan dalam Munas II Pekanbaru dengan capaian 36 dari 39
Program Kerja yang direncanakan atau dalam persentase 92,3%, sehingga dapat dikatakan roda organisasi telah berjalan &
berkembang sesuai tujuan yang hendak dicapai.

2. Hanya 3 Program Kerja yang belum terlaksana yakni penyusunan Buku Kewajiban Pro Bono Bagi Advokat Indonesia (Misi F
Proker 4) dan penerbitan Buku Panduan Etik & Kumpulan Putusan Dewan Kehormatan (Misi G Proker 5) yang disebabkan
belum linearnya jadwal program kerja DPN Peradi dengan organ PBH maupun Dewan Kehormatan Peradi. Selain pelaksanaan
audit internal setiap tahun (Misi C Proker 7) yang diserahkan pada Auditor Eksternal dan Independen.

3. Jumlah peserta PKPA, UPA, pelantikan Advokat & pendaftaran ulang Advokat terus meningkat secara signifikan yang
menggambarkan tingginya kepercayaan masyarakat & anggota Peradi kepada DPN Peradi dibawah kepemimpinan Prof. Dr.
Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.Hum., sekalipun Ketua MA menerbitkan surat edaran 73/KMA/HK.01/IX/2015.

92,3%

7,7%

PROGRAM KERJA
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KESIMPULAN

4. Jumlah DPC Peradi, DKD, PBH & Komwasda terus meningkat secara signifikan sebagai bentuk penguatan organisasi &
profesi, dengan harapan terus ditingkatkan agar terwujud sinergi catur wangsa penegak hukum di setiap wilayah
Pengadilan dengan konsekuensi perlunya peningkatan peran Korwil sebagai kepanjangan tangan DPN di daerah.

5. Kerjasama Peradi dengan lembaga Eksekutif, Yudikatif & Legislatif terus meningkat termasuk dalam upaya
memperbarui MoU dengan Polri, eksekusi putusan etik dengan MA, pembaruan pendidikan advokat dengan
Kemendikbud, mendorong RUU Hukum Acara Perdata, serta kerjasama sertifikasi keahlian dengan berbagai lembaga
yang perlu terus ditindaklanjuti secara terencana & strategis.

6. DPN Peradi terus meningkatkan kualitas Advokat melalui pendidikan berkelanjutan & beragam pelatihan, bekerjasama
dengan berbagai lembaga baik di dalam maupun luar negeri termasuk memberdayakan Advokat Asing dalam
melakukan transfer of knowledge serta memastikan kepatuhan Advokat pada etika profesi.

7. Pengelolaan dana organisasi dilakukan secara transparan & akuntabel, serta linear dengan kinerja & produktivitas
organisasi yang berorientasi pada pelayanan anggota & penguatan organisasi hingga ke daerah termasuk juga kegiatan
sosial.
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SEKIAN & TERIMA KASIH

Akhir kata, segala kegiatan yang telah dijalankan dalam kurun waktu 5 tahun dapat terlaksana atas kerjasama dan 
dukungan berbagai pihak antara lain para Wakil Ketua Umum, para Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan 
para Wakil Bendahara Umum, Ketua Bidang dan para anggotanya, Koordinator Wilayah, Pengurus Dewan Pimpinan 

Cabang, dan para anggota di seluruh Indonesia, Dewan Kehormatan, Komisi Pengawas, Pusat Bantuan Hukum, 
tidak lupa juga kepada Dewan Pembina, Dewan Pakar dan Dewan Penasehat yang telah memberikan masukan-

masukan untuk kelancaran kegiatan Peradi.

Dewan Pimpinan Nasional
Perhimpunan Advokat Indonesia

Prof. Dr. Fauzie Y. Hasibuan, S.H., M.Hum.         
Ketua Umum

Thomas E. Tampubolon, S.H., M.H.
Sekretaris Jenderal




